- PERATURAN GUBERNUR SULAWESITENGAH

'NOMOR : 02 TAHUN 2008

' TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat -

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapan dan
Belanja Darah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran
2008 sebagailandasan operasmnal pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2008 ;

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat 1
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

- 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2687), - :

2. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

- Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran
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~ Negara Republik Indoensia Tahun 1964 Nomor 2687);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5369);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

~ Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
- 'Indonesia Tahun 1994 Nomor 246, Tambahan
: Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4048,

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

- Tambahan Lembarani Negara R.epubhk Indonesia Nomor
. 3688) s

. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang

‘Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

‘6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
~ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
NegaraRepubhk Indone51a Nomor 4287),

T Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

4389);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

" Negara (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
-Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

11,

Indonesia Nomor 4400 );

10 Undang-Undang Nomor 25 Tatiun 2000, Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonési Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);,

Undang-Ur_idahg Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

° Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
- Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Norrior 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indones1a Nomor 4548),

" 12, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang

Perimbangan Keuangan Antdra Pemerintah Pusat dan
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~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

“* 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesna Nomor 4438)

13 Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Peéngawasan-atas Penyelenggaraan

| -Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4090)

~ 14.Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

15, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
‘Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indon¢s1a Nomor 41 39);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
. Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

: Anggota DPRD (Lembafan Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

L Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun
2005 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2006
- _(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
- Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

_ Indonesm Nomor 4540) sebagalmana telah diubah
dengan Peraturan Pemetintah Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

_ dan. KEuangan Pimpinan dap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daergh (Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Normor 4659)

17.Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum

. (Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonegna Nomor 4502) '

-18. Peraturan. Pemermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara
Republik"Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nontor 4503);

19. Peratufan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indgnesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indongsia Nomor 4574); - -

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahiin 2005 Nomor 137, Tambanan Lembaran
Negara Republik Indonegia Nomor 4575);

= . 21,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22.. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

. Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
-Indonesia Nomor 4577); :
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23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4585);

.25, Peratura.n Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

i ‘Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesza Nomor 4614) ~

26. Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerakh,

e 27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 30 Tahun 2007

tentang Pedomnian Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 2008;

- 28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubalian Atas Peraturan Menteri Nomor 13
.- Tahun, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Daerah; S :

*:30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09

- ‘Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

++ - Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Nomor 1);



-~ MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

Menetapkan

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri atas

1. Pendapatan:
a.. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Rp. 183.000:000.000
Rp. 693.333.610.000
Rp. 52.578.884.180

Jurnlah Pendapatan .. Rp.929.218.188.180 .
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 231.068.398.700

2. BelanjaBunga - Rp. -

3. Belanja Subsidi Rp. -

4. Belanja Hibah Rp. 28.290.000.000

5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 24.961.605.600

6. Belanja Bagi Hasil g Rp. 64.077.707.432

7. ‘Belanja Bantuan Keuangan Rp. 47.105.772.700

8. Belanja Tidak Terduga . Rp. 5.000.000.000
Jumlah Pendapatan Rp. 400.503.484.432

. b. BelanjaLangsung

1. Belanja Pegawai -
2. BelanjaBarang dan Jasa

Rp. ' 66.705.896.975
* Rp. 256.999.612.518
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3. Belanja Modal ~ 01 T Rp. 243.233.606.997

- 'Rp. 566.939.116.490
Jumla.h Belanja - Rp.967.442.600.922
Surplus/(Defisnt) o Rp.(38.224.412.742)
3. Pembiayaan o
“a. Penerimaan ..., . Rp. 44824412742
b. Pengeluaran Rp. 6.600.000.000
. Jumiah Pembiayaan Netto . Rp.38.224.412.742

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. ~ -

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini,

: Pasal 3 ‘ :
PenjabaranAPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dmnm leblh lanjut dalam
Lamplran Il Peraturan Gub emur ini,

: Pasal 4 F
Lampiran sebagalmana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terp_lsahkan dari Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan .dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat da sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.- . -
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Pasal 6
Peraturan Gubermur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Januari 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B.PALIUDJU
Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Januarn 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

GUMYADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 02
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